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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan upaya konservasi Macan
Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di habitatnya,
diperlukan strategi dan rencana aksi konservasi
nasional sebagai kerangka kerja yang memerlukan
penanganan prioritas, terpadu, dan melibatkan semua
pihak terkait;

bahwa dalam rangka peningkatan usaha konservasi
Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
adanya strategi dan rencana aksi konservasi Macan

Tutul Jawa (Panthera pardus melas);



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Strategi dan Rencana Aksi
Konservasi  Macan Tutul Jawa (Panthera pardus
melas) Tahun 2016 - 2026;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention on Biological
Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3803);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3802) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5798);

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang
CITES (Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris
Kabinet;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-
I1/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan
Satwa Liar;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-
I1/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-
I1/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies
Nasional 2008-2018;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Taman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 204);



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Konservasi Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 205);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI
KONSERVASI MACAN TUTUL JAWA (PANTHERA PARDUS
MELAS) TAHUN 2016 -2026.

Pasal 1
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa
(Panthera pardus melas) Tahun 2016 — 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa
(Panthera pardus melas) Tahun 2016 - 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka kerja dalam
program dan kegiatan Konservasi Macan Tutul Jawa
(Panthera pardus melas) serta wajib dijadikan pedoman

dalam melakukan konservasi spesies nasional.

Pasal 3
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa
(Panthera pardus melas) Tahun 2016 - 2026 merupakan
dokumen yang didalamnya memuat strategi konservasi
yang akan dievaluasi dan diperbaharui setiap 5 (lima)

tahun.



Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1185
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KRISNA RYA



